PERATURAN BUPATI
NOMOR™ TAHUN 2022

TENTANG
xr

PEMBENTUKAN, ORGANISAS]

DAN TATA KERJA UNIT PELAEKBANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDI

DIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melak

3 kepaca
masvarakat & daerah agar berjalan [ancar tertily,

berdavaguna,
dan  berhasilguna periy menetapkannya dengan Peraturan
Bupati;

t  hahva berdasarkan pertimbangan

burul & dan huruf b di atas, dipandang periu membentyk
Peraturan Bupat tentang Pembentukan Crganisasi dan Tats

Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah S4atuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidilan dan Kebuday.

aan Kabupaten Pesawarar:
Mengingat 1. Undang-Undang Nomer 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pererintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republilk: ndonesia Tahun 2034 Momor 126,
Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonests Nomor 4438)

2, Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2087 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaren di Droviee ng (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahwun 2007 MNemor 99, Tambshan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4749);

<4 Undang Nomor |4 Tahun 20
I'ummlnnp,-urrda.ngan (Lam

whagaimana  dimaksod

| | tentang Pembentukan Peraturan
baran Nepara Eepublik Indoresis
Tahun 2011 Nomoer B2, Tambahap Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5234, Stbagaimana telah diuhah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
UHdﬂJ‘IE—UHﬂEﬂE Nomor 12 Tahum 3017 sociee - n » :
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" tang Apasatur Sipil
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tmng—m'gﬂ Tahun 2014

He Lembaran Negara Republik [ndo _
Nnﬂ ér Tamhahanegfemhﬂ:; Negara Republik Indonesta
Nomor 5494|;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tﬂhl-'ﬂ:li 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik In nnﬂl&
Nomor 5387), scbagaimana telah diubah beberapa kali terél T:a
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun :EDIED tentang EE]E{II
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia

Gyt B0

hentukan Peraturari

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik [ndonesis
Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negaa Republik
indonesia Nomer 5234), sebagaimana relah diubah dengan
Undang-Undang Norror 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas
Undang-Jndang Nemor 12 Tuhun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Ferundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nemor 6398];

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparaiul Sipil
Hegara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014
Momor &, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Namnar 744 Tamhahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia

soerar 358 /], sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipia
hega  |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Namar 6573,

Undang-Undang Memor 30 Tahun 2014 tentang Administrast

Pemerintzhan  (Lembaran  MNegara  Repubhk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indnnesia Tihun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara
e bk Drediirie Sae Momaor B4U3|,

'\ Peraturen Pemerntah  Nomor 12 Tahun 2019 tenlana

PBamselalras Meaio=-
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12, Peraturan Menteo Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah Giubah
dengun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeni Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produl

Hukum Daerah |Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 12 Tahun 2017 tentang

LU tembeniukan dan hlasifikas Cabang inas dan Linj
Pelakgana Teknis Daeraky,

{4, Peraturan Mentwer Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019 tentang
hlasfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

Pembangunan dan Kenangan Dacrah [Berita Negare Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1847,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomer 4 Tahun 2021

tenitang  Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomar 93 I

'6. Peraturan Bupati Nomer Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organiisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

Menetapkan ; PERATTURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

PERDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIHAN
DAN KEBRUDAYAAN HADUPATEN FESATARAN.

BAE I
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Lalam Peraturan i yang dimaksud dengan -
Caerah adalah Kabupatsn Pesawaran,
2 Bupati sdalah Bupati Pesawarmn,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabypaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Eebudaynan Kabupater Pesawaran.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuparen
Pésawaran,

> Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalsh
unit pelaksana togas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operagional
dan/aiau kegiatan teknis penunjang tertenty pada Dinas Pendidikan dan
Kbl nan Eahupaten Pesgunran

i :-'u;||l_;-

an Vendidikan adalabh Ui Felakaanp
Berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan
habupaten Pesawaran

Teknis Daerah Satuan Pendidikan
ddtuan Pendidikan Non Formal di

Satuan Pendidikan Formal vang selanintris Sisisstaes omm o 1 s
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10,

12

13,

14,

I

16,

[11

4

Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidiken yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Telonis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran,

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri vang selanjutnva
i !:lnp.km SPF TK Megeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

LULATE RRE R ELTR | B geyin iy i

Saluan Pendidikan Formal Seholah Dasar Negen yang selanjutnva disinghat 5PF

5L Megen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negen di Kabupaten
Pesawaran

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya

disingkat 3PF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama MNegeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Neon Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang sclanjutnye
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sangger Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawsran yang merupakan kelompok layanan pendidilan
vang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Program Pendidikan Mon Formel yang selanjutnya disinglat Program PNF adalah
layanan pendidikan yang disslenggaraken untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidilan
Kepemudaan, pendidiknn pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksarnan,
p:ndldlka.rl ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, seria
cili e AR vl it kin antaks mengembAngkan Kemampuan pesetia
tichk

Frogram Pendidikan Anak Usia Dind vang selanjutnya disingkat Program PALID
adalah program pendidikan vang ditujukan kepada anak sefak lahir sampai
dengan usia 5 (enam) Ehun vang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membanty pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,

Jabatan Fungsional adalah seRemompok jabatan yang bterisi fungsi dan (ugas
berkaitan dengan pelavanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentiu,

BAB II
PEMBENTUHAN

Fasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan

Pendidikan prda Minas. terdiv mtar
4. =PF TK Negen,

. aPF S0 MNepen;

SPF SMP Negen: dan

SPNV Sanggar Kegiatan Belajar.

L L
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BAE [
EEDUDUNAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Baglan Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Ve WFTH Batuan Pendidikan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
Uiisur poiaksana teknis Dinas yang melaksanakan

a4 kegiatan teknis operasional; dan/atau
b, kegatan teknis penunjang tertentu.

(2} UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin clsh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

(3] Kepala UPTD Satwan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang
berkedudukan ditawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

%] RKepala UPTD 3atuan Pendidikan sebagaimana vang dimakesud pada ayat (2|
merupakan jabatan fungsional gury bagei SPF dan pamong belaar bagi SENE
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan df hawak dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedus
Susunan Organisasi

Fasal 4

(1} Susunan Organisasi UFTD Satuan Pendidikan terdiri dari -
a. HKepala Sekelah;
b, Kelompok Jabatan Fungsional; dan
€. Keiompok Jabatan Pelaksana.
(¢} Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran [l yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Feraturan
Bupati ini,

BAB IV
TUGAS DAN FUNGS]

Baglan Kesatu

Umum
Fa=al §

{11 UPTD Satyan Pendidikan adalah Kepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

(4] UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas ssbagaimana dimaksid
dalam pasal 3 ayat [2) mempunyal fungsi :
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(2

H

b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
clzhraga dan kesenian pelajar di sekolah.

t. melaksanakan pembinasn dan  pengorganisasian  pendidik, tenapa
kependlidikan di sekolah

(8 B SN FTCT R b L e s K (Hiacia illl:il:n.

mriassangkan admimisicesl ko@leueahaan, Kesiswann. hetenagaan, Sarans
presana dam keuangan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanzan TUgAENYS.
g melaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasmal 6

Hepale Schkolsh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupalkan
Jabaian fungsional guru atau pamong belsjar yang diberikan tugas tambahan,

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekolah memiliki fungsi :

T gorganisasikan, mengarahkan, mengoordingsikan dan mengawasi proses
kegiatan belajar mengaiar

b menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurkulum. Kesiswzarn,
ketatausahasn, Kelenagaan dan sarana) prasarana; dan

¢, mengatur kegiatan preses belsjar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatzusahaan
dan crganisasi kesiswaan,

Bagian Ketiga
Helompok Jabatan Pungsional

Pasal T

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupskan guru atau pamong belajar ¥ang mempunyai tuges melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan vang
dalam melaksanakan tugesnea herada dihawah dan bertanggung jawab kepada

nipiada S kulah

Welumpok vabatan Fungsionsl sebagaimanz dimaksud pada ayat |1} mempunyas
lungsi

& melaksanaikan pembuatan perangkat pembelajaran;
b, melaksanakan kegiatan pembelajaran:

¢ melakzanakan kegiatan penilaian dan evaluasi keglatan proses pembelajaran;

el r Sy [ Ny e R B O T
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melaksanakan pengimbasan pengetahan kepada guru lain dalam proses
kegiatan telajar mengajar;

P bt pemibiuitag alat peliyaran falat PErARA,

1P AL "Illu|'|hi'||'|.:llll"a

gkan aikap dan prigembangan karakter positil pesera
didilk;

! mengadakar pengembangan program PeENgajaran vang menjadi tanggung
Jawiibnys;

} membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
k. mengisid an menelits daftar hadic ziEwa sebelum memula pelajaran;

I melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Helompok Jabatan Pelaksana

Fusal 8

ksl e
I

labatas Pelakzang schagaimans dimaksud pada pasal 4 hurul ¢
Merupekan  1enage  kependuwlikan berugas  melaksanakan  administrasi
Pipelulaan dan pelavanan tekmis Unluk menunjang proses pendidikan pada
sdluan Pendidikan, vang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
dertangrung jawab kepada Kepala Sekolah

t€] seiompok Jabatan Pelaksana terdin dart jabatan pelaksana.

(3] Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dan :

Pengadministrasi Umum:

Pengadministrasi ]{aua.'ngm;

Pengandministrasi Kepegawaian; dan

Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,

N

(4] Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan heban
kerja,

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
AIDANG PENDIDIKAN

Pazal 9
(1] Dalam rangks percepatan dan efisiens] sera koordinasi layanan administras:
pada Satuan Pendidikan dj wilayah Daerah, dibentuk Koordinater Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai ynit kerje non struktural pada setiap
kecamatan di wilayeh Daerah, vang dipimpin oleh secrang Koordinator.

(€] Koordinator Wilayah Kecamatan Erida:l:lg Pendidikan sebagaimana d.imaJ:suﬁ ada

H}"Ht [1,‘ "_Eip!'!'.".‘ﬂ:'ﬂ 3::1.:11 E.Ii.;_l_]i TI.'..EI{L ':rﬂmatgr ]"ﬂﬂE maﬂl dﬂ-ﬂ penEawas HFk-"l]ﬁ'h
l“ul‘ﬁhmn e s - ==l v DI -
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hoimtn Weldsan hetamiatan Bdang Pendidikan stbagrimans dimaksud pada

avs L. diangkat dan  diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
perselijuan Bupals,

=|  Untuk mendukung pelakaanaan Tugas koordinator Wilayah Kecamalan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan pragarana serta pegawai Aparatur

Sipl Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana tcknis daerah
Pendidikan Kecamatan.

3] Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (], mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administras: pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

(6] Keordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1. mempunyai fungsi :
& mclaksanakan pengumpulan data peserta didik, serana, prasarana. pendidilk,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kedanva:
b melaksangkan Pengadministragian usul kenatkas pangkat

dan angka kredit
e ek dab wmags kependidilian

meliksanakan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanva;
d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan keordinatar wilayah; dan

& melaksanakan pelaporan pelakssnaan rugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten

BAB V1
TATA KERJA

Pasal 10

(1] Dalam melaksanakan tugas, Kepals 3ekolah, Koordinator Wilayah, Kelompak
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksans wajib menerapkan prinsip
koordinael, integrasi, sinkronisas] dan simplifikas! baik intern dan/atau antar
unit lammnya.

(4} Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
vot il et pess impanpan agar mengamml langhah-Yangkah yang diperliukan.

T Senhap pimpinan  satusn Organisasi  bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoonlinas: bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3] Setap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuu dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat wakiu,

3] Setiap laporan yang diterima olsh FiMpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6] Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atsean, tembusan lapsran
wajib disampaikan kepada satuan oresniessi lefe seee  —. .. s
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BAE VI
HETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

hepala Sekolah. Jubatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentican
oleh Bupau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagal 12

cada saat Peraturan ini mulsj berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor [l
Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Oaerah Satuan Pendidiken Pada Dinps Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaky,

Pasal 13

Frraripran Riyimatt ini milai herlate i gpiql,g "““E.‘!F"i d-mr:danghnn
Aat BELIAD Ureng mengetahuinys, memerntahkan pengundangan Peraturan Bupati in
HEllgRll penempalannya dalam Berita Daerah KRabupaten Pesawaran

Ditetapkan di Cedong Tataan
Pada tanggal % Jangayy ngz

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Janwari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAR uyﬁam PEEAWARAN,

sebo "

BERITA DAERFAH KEABUPATER PESAWARAN TAKUN 23022 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

H Dipindai dengan CamScanner

'\ 33 TEGINENENG UPTD SDN 13 <GINENENG it it Ak TEGINENENG | 10800207 .
5 S Bumi Rejo —
" 34 TEGINENENG UFTD SDN 34 SGINENENG i M_.H”:m A, TEGINENENG | 10800167
" 35 TEOUINEHENCG UFID SDN 35 TEGINENENG J1.Ponorejo Desa Ciern g | TEGINENENG | 10800365
KECAMATAN WAY LIMA
| _ Namna Sekolah e = A
Sebelum Peruhaha Sesudah Perubal h...rE.n mnlr.n_plu._. Eecamatan ____-...W__ .
% 1 WAY LIMA UPTD SDHN 1 W aY LIMA Banjar Negeri WAY LIMA 10801312
MR WAY LIMA UPTD SDK 2 % AY LIMA Way Harong waY LIMA 10801103
.AWHE. LIMA | UPTD SDN 3 wa¥ LIMA Cimanuk | way LIMA 10801346
V4 WAY LIMA UPTD SDN 4 W a¥ LIMA Paguyuban WAY LIMA 10801419
¥ 5 WAY LIMA UPTD SDN 5 W AY LIMA Sukamandi WAY LIMA 10811229 |
6 WAY LIMA UPTD SDN 6 Wa¥ LIMA Margodadi = WAY LIMA 10801482 |
I TWAY LIMA UPTD SDN 7 WAY LIMA Gunung Rejo WAY LIMA 10801375
i & WAY LIMA UPTD SDN 8 i AY LIMA Sidcdadi B WAY LIMA 10800284
{ 3 WAY LIMA UPTD SDN 9 WaY LIMA Padang Manis WAY LIMA 10810587
| 10 WAY LIMA UPTD SDN 10 WAY LIMA Condong Sari s WAY LIMA 10810588
| 11 WAY LIMA UPTD SDN 11 WaY LIMA Cimanuk oy g WAY LIMA 10801336
| 12 WAY LIMA UPTD SDN 12 WAY LIMA mﬁmwn_“_.mm SR Wy WAY LIMA 10800423
14 WAY LIMA UPTD SDN 13 WAY LIMA Gedung Dalom WAY LIMA 10801360
15 WAY LIMA | UPTD SDN 14 WAY LIMA Kuta Dalom WAY LIMA 10800606
i6 WAY LIMA UPTD SDN 15 WAY LIMA Batujara = WAY LIMA 10800638
17 WAY LIMA UPTD SON 16 WAY LIMA | Sidodadi WAY LIMA 10800179
Gunung Tanjung,
19 WAY LIMA UPTD SDN (7 WAY LIMA Margodadi | WAY LIMA 10800325 |
20 WAY LIMA UFTD DN 18 WAY LIMA Jembangan, Pekoncdoh WAY LIMA 10801421
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